
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1322, 2018 KEMENHUB. Peningkatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api 

dengan Jalan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR PM 94 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG  

ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan 

atau disebut perlintasan sebidang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Perkeretaapian;  

b. bahwa masih banyak terdapat perlintasan sebidang yang 

belum dikelola dengan baik dan mengakibatkan sering 

terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang; 

c. bahwa untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta 

api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan di 

perlintasan sebidang, serta memberikan payung hukum 

dalam pengelolaan perlintasan sebidang yang telah 

beroperasi, perlu diatur mengenai peningkatan 

keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api 

dengan jalan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara 

Jalur Kereta Api dengan Jalan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4722); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas    

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5961); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan 

antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 

2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang 

Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 908); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 

2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor                        

PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)  sebagaimana  telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017        

Nomor 814); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
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PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG 

ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan 

dengan jalur kereta api. 

2. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian 

petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta 

api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan 

jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya 

yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 

3. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat 

dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di 

permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung 

beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta 

api. 

4. Ruang Manfaat Jalur Kereta Api adalah jalan rel dan 

bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di 

kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk 

konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi 

kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. 

5. Ruang Milik Jalur Kereta Api adalah bidang tanah di kiri 

dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang 

digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. 

6. Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api adalah bidang tanah 

atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur 

kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi 

kereta api. 

 

 

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan 
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tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 

jalan rel dan jalan kabel. 

8. Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang adalah alat 

yang digunakan untuk mengamankan pengguna jalan 

dan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang dengan 

menggunakan alat pendeteksi kereta api yang tidak 

terhubung dengan persinyalan kereta api, beroperasi 

secara otomatis, tanpa penjaga perlintasan sebidang 

kereta api, dilengkapi dengan portal pengaman pengguna 

jalan, isyarat lampu peringatan, isyarat suara, isyarat 

tulisan berjalan, pengendali utama sistem peralalatan, 

dan catu daya. 

9. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang 

dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi 

pengguna jalan dalam berlalu lintas. 

10. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan adalah isyarat 

lampu lalu lintas satu warna berwarna merah yang 

terdiri dari satu lampu menyala berkedip atau dua lampu 

yang menyala bergantian untuk memberikan peringatan 

bahaya kepada pemakai jalan. 

11. Isyarat Suara adalah isyarat lalu lintas yang berupa 

suara yang menyertai isyarat lampu lalu lintas satu 

warna yang memberikan peringatan bahaya kepada 

pemakai jalan. 

12. Nomor Jalur Perlintasan Langsung yang selanjutnya 

disebut Nomor JPL adalah identitas bagi perlintasan 

sebidang yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan 

keselamatan serta sudah dikelola oleh pemerintah 

daerah, badan usaha/lembaga, dan/atau penyelenggara 

prasarana perkeretaapian. 

 

 

13. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perkeretaapian. 

 

BAB II 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -6- 

PENGELOLAAN PERLINTASAN SEBIDANG   

 

Bagian Kesatu  

Kriteria Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 2 

(1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan 

keselamatan masyarakat pengguna Jalan, Perlintasan 

Sebidang yang telah beroperasi sebelum Peraturan 

Menteri ini berlaku dan belum dilengkapi dengan 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang, harus 

dilakukan pengelolaan oleh: 

a. Menteri, untuk Jalan nasional; 

b. gubernur, untuk Jalan provinsi; 

c. bupati/wali kota, untuk Jalan kabupaten/kota dan 

Jalan desa; dan 

d. badan hukum atau lembaga, untuk Jalan khusus 

yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.  

(2) Pengelolaan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk: 

a. Perlintasan Sebidang yang telah diberi Nomor JPL 

oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian yang 

belum dijaga dan/atau tidak berpintu; 

b. Perlintasan Sebidang yang tidak memiliki         

Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu 

dengan lebar Jalan lebih dari 2 m (dua meter); dan 

c. Perlintasan Sebidang yang telah diberi dan/atau 

belum diberi Nomor JPL, serta sudah dijaga yang 

belum memenuhi aspek keselamatan. 

 

 

(3) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b harus ditutup atau dilakukan normalisasi 

Jalur Kereta Api oleh penyelenggara prasarana 

perkeretaapian.  

(4) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) terdapat dalam daftar Perlintasan Sebidang yang 
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tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

(1) Perlintasan Sebidang yang belum terdapat dalam daftar 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang. 

(2) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari 

penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan status 

Jalan dan/atau pemohon peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang untuk Jalan khusus yang 

menyatakan Perlintasan Sebidang telah beroperasi 

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku. 

(3) Berdasarkan pernyataan dari penyelenggara Jalan 

dan/atau pemohon peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur 

Jenderal melakukan verifikasi lapangan. 

 

Pasal 4 

Perlintasan Sebidang yang terdapat dalam daftar Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetap 

dapat dioperasikan setelah dilakukan: 

a. evaluasi Perlintasan Sebidang; dan 

b. peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang. 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Evaluasi Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 5 

(1) Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan paling sedikit           

1 (satu) tahun sekali oleh: 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -8- 

a. Direktur Jenderal, untuk Perlintasan Sebidang yang 

berada di Jalan nasional;  

b. gubernur, untuk Perlintasan Sebidang yang berada 

di Jalan provinsi; dan 

c. bupati/wali kota untuk Perlintasan Sebidang yang 

berada di Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa. 

(2) Pelaksanaan evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja terkait 

yang terdiri atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas 

Perhubungan, Dinas Bina Marga, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan Daop/Divre PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero). 

(3) Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. inventarisasi kondisi Perlintasan Sebidang pada ruas 

Jalan dan titik persilangan; 

b. pemenuhan aspek keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

c. perbandingan kondisi yang ada dengan standar 

teknis, baik konstruksi ruas Jalan maupun 

konstruksi Jalur Kereta Api di Perlintasan Sebidang, 

serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;  

d. inventarisasi ketidaksesuaian antara standar dengan 

kondisi yang ada;  

e. inventarisasi frekuensi dan kecepatan  kereta api 

yang melintas di Perlintasan Sebidang; 

f. inventarisasi rata-rata kepadatan dan kecepatan 

kendaraan yang melintas di Perlintasan Sebidang 

pada saat waktu sibuk dan waktu normal; 

g. inventarisasi Jalan alternatif yang sudah tersedia 

dalam hal Perlintasan Sebidang akan ditutup untuk 

menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan 

pengguna Jalan; dan 

h. hal lain yang dianggap perlu dalam rangka 

menjamin keselamatan. 
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Pasal 6 

(1) Hasil evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara 

yang ditandatangani oleh semua peserta yang 

melaksanakan evaluasi. 

(2) Berita Acara Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus berisi data lapangan dan 

disertai rekomendasi peningkatan status Perlintasan 

Sebidang berupa:  

a. peningkatan Perlintasan Sebidang menjadi 

perlintasan tidak sebidang (jalan layang/flyover atau 

terowongan/underpass);   

b. penutupan Perlintasan Sebidang, apabila sudah 

tersedia Jalan alternatif; dan/atau 

c. peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang, 

melalui pemasangan Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang dan disertai dengan 

pemasangan Perlengkapan Jalan. 

 

Pasal 7 

(1) Pemberian rekomendasi peningkatan status Perlintasan 

Sebidang menjadi perlintasan tidak sebidang (jalan 

layang/flyover atau terowongan/underpass) dan 

penutupan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b harus 

memenuhi kriteria:  

a. Jalur Kereta Api paling sedikit memiliki 2 (dua) 

jalur/double track; 

b. kecepatan kereta api yang melintas lebih dari         

60 km (enam puluh kilometer) per jam;  

c. selang waktu antara kereta api yang melintas 

(headway) paling lama 5 (lima) menit;  

d. kepadatan lalu lintas Jalan di Perlintasan Sebidang 

cukup tinggi; dan/atau 

e. sudah tersedia Jalan alternatif, untuk penutupan 

Perlintasan Sebidang. 

(2) Pemberian rekomendasi berupa pemasangan Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilakukan 

di semua Perlintasan Sebidang tanpa kriteria. 

 

BAB III 

KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN  

PERLINTASAN SEBIDANG  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 8 

Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:    

a. pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang; dan 

b. pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang. 

 

Bagian Kedua 

Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 9 

(1) Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan paling 

sedikit menjadi 7 m (tujuh meter) untuk satu jalur. 

(2) Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan: 

a. pemasangan Peralalatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang; dan 

b. pemasangan Perlengkapan Jalan. 

Pasal 10 

Selain pelebaran Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

dapat dilakukan pergeseran Perlintasan Sebidang untuk 

menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan 

perjalanan kereta api dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. lokasi pergeseran paling jauh 100 m (seratus meter) dari 

lokasi awal; 
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b. harus diikuti dengan pemasangan Peralalatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang; 

c. harus diikuti dengan pemasangan Perlengkapan Jalan; 

dan 

d. perlintasan awal harus ditutup bersamaan dengan 

pengoperasian perlintasan baru. 

 

Bagian Ketiga 

Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 11 

Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat 

dilakukan apabila:  

a. tidak mengganggu konstruksi Jalur Kereta Api; 

b. tidak mengganggu pengoperasian kereta api; 

c. tidak mengganggu dan tidak terhubung dengan 

persinyalan kereta api; dan 

d. tidak mengganggu pandangan bebas masinis. 

 

Pasal 12 

(1) Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi 

persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi persyaratan sistem komponen, konstruksi, dan 

kinerja. 

Pasal 13 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 harus mengutamakan tingkat 

komponen dalam negeri paling sedikit sebesar 40% (empat 

puluh persen). 

 

Pasal 14 
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Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan komponen dan 

konstruksinya terdiri atas: 

a. portal pengaman pengguna Jalan; 

b. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan; 

c. Isyarat Suara; 

d. isyarat tulisan berjalan/variable message sign (VMS); 

e. alat pendeteksi kereta api; 

f. pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang (main controller); dan 

g. catu daya. 

 

Paragraf 2 

Portal Pengaman Pengguna Jalan 

 

Pasal 15 

(1) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf a berfungsi untuk mengamankan 

pengguna Jalan agar tidak menerobos Perlintasan 

Sebidang. 

(2) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis: 

a. terbuat dari fiber, alumunium atau material lain 

yang memiliki kekuatan dan ringan; 

b. konstruksi tahan patah; 

c. tahan terhadap korosi dan cuaca; 

d. dapat dioperasikan secara semi manual pada saat 

terjadi gangguan sistem; dan 

e. warna putih dan merah pendar cahaya. 

(3) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan penempatan 

dan pemasangan: 

a. ditempatkan di sisi kiri kanan di luar Ruang Milik 

Jalur Kereta Api atau dengan jarak paling sedikit   

12 (dua belas) meter dari as rel atau ditempatkan di 

lokasi yang tidak mengganggu pengoperasian kereta 

api; 
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b. dipasang dengan tiang penyangga yang mampu 

menahan beban portal dalam keadaan tertutup dan 

terbuka; dan 

c. portal dalam kedudukan menutup harus berjarak 

lebih kurang 0,80 m (nol koma delapan puluh meter) 

dari permukaan Jalan umum. 

(4) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja: 

a. mampu menutup penuh lebar Jalan agar pengguna 

Jalan raya tidak dapat memasuki/menerobos 

Perlintasan Sebidang kereta api; 

b. portal dalam keadaan terbuka/terangkat apabila 

terjadi gangguan peralatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

c. waktu operasi membuka atau menutup antara         

4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) detik; 

d. gerak portal pada saat menutup tidak kontinyu 

tetapi secara bertahap 3 (tiga) kali; 

e. portal dapat menutup dalam waktu 2 (dua) sampai 

dengan 4 (empat) detik setelah Isyarat Lampu 

Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat 

tulisan berjalan/variable message sign (VMS) 

berfungsi; 

f. portal dapat membuka dalam waktu 2 (dua) sampai 

dengan 5 (lima) detik setelah kereta api melewati 

Perlintasan Sebidang; dan 

g. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan di segala 

cuaca. 

 

Paragraf 3 

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan 

 

Pasal 16 

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas komponen utama: 

a. luminer; 

b. tiang penyangga; 

c. bangunan konstruksi pondasi; dan 

d. kabel instalasi. 
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Pasal 17 

(1) Luminer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 

terdiri atas: 

a. lampu; dan 

b. armatur. 

(2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus memenuhi persyaratan teknis: 

a. memiliki nilai koefisien iluminasi paling sedikit      

30 (tiga puluh) milicandela per meter persegi dan 

paling besar 90 (sembilan puluh) milicandela per 

meter persegi; 

b. lampu 1 (satu) warna dengan warna merah; dan 

c. diameter lensa merah berkisar antara 200 mm (dua 

ratus milimeter) sampai dengan 300 mm (tiga ratus 

milimeter).  

(3) Armatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. rumah lampu; 

b. komponen optis yang berfungsi sebagai pendistribusi 

cahaya; 

c. dudukan dan/atau konektor lampu; dan 

d. komponen mekanik yang berfungsi sebagai 

penambat luminer pada tiang penyangga. 

 

 

(4) Komponen optis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b berbentuk bulat dengan diameter paling kecil   

20 cm (dua puluh centimeter) dan paling besar 30 cm 

(tiga puluh centimeter). 

 

Pasal 18 

(1) Tiang penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf b berupa: 

a. tiang lurus; 

b. tiang lengkung; 

c. tiang siku; atau 
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d. tiang gawang (gantry). 

(2) Diameter tiang penyangga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar 140 mm (seratus empat puluh milimeter) 

dicat kuning dengan plat dasar dicat hitam dan 

dilengkapi anak tangga. 

 

Pasal 19 

Bangunan konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf c berupa: 

a. bangunan konstruksi pondasi cor di tempat (cast insitu); 

dan/atau 

b. bangunan konstruksi pondasi cor di luar (back casting). 

 

Pasal 20 

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan penempatan 

dan pemasangan sebagai berikut: 

a. ditempatkan paling sedikit 60 cm (enam puluh 

centimeter) sebelum lokasi Perlintasan Sebidang dan 

diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar 

bahu Jalan; 

b. memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah     

300 cm (tiga ratus centimeter) diukur dari permukaan 

Jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian 

bawah; 

c. dalam hal armatur ditempatkan di atas ruang manfaat 

Jalan, ketinggian armatur paling rendah 500 cm (lima 

ratus centimeter) diukur dari permukaan ruang manfaat 

Jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian 

bawah; dan 

d. posisi armatur diputar ke kanan atau ke kiri paling 

banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan Jalan 

dari posisi tegak lurus sumbu Jalan sesuai dengan arah 

lalu lintas. 

 

Pasal 21 

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan kinerja: 
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a. mampu memenuhi standar kuat cahaya paling rendah 

650 (enam ratus lima puluh) candela; 

b. terlihat dengan jelas pada jarak paling sedikit 300 m (tiga 

ratus meter) oleh pengguna Jalan di segala cuaca; 

c. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan       

4 (empat) detik sebelum portal menutup; dan 

d. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan dalam keadaan 

menyala bergantian apabila terjadi gangguan peralatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang. 

 

Paragraf 4 

Isyarat Suara 

 

Pasal 22 

(1) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf c berupa sirene atau suara (announcer) yang harus 

memenuhi persyaratan teknis: 

a. impedansi pengeras suara 8 (delapan) Ohm atau          

16 (enam belas) Ohm ±15% (1 KHz); 

b. daya yang masuk sebesar 30 (tiga puluh) Watt; 

c. frekuensi respon 400 (empat ratus) Hertz sampai 

dengan 4.000 (empat ribu) Hertz; dan 

d. nada suara 100 (seratus) sampai dengan              

115 (seratus lima belas) desibel pada jarak 1 m  

(satu meter). 

(2) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dipasang dan ditempatkan di bagian atas tiang Isyarat 

Lampu Peringatan/Larangan. 

(3) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan kinerja: 

a. mampu mengeluarkan kuat suara paling sedikit    

66 (enam puluh enam) sampai dengan 81 (delapan 

puluh satu) desibel diukur pada jarak 50 m        

(lima puluh meter) dari tiang Isyarat Lampu 

Peringatan/Larangan;  

b. mampu mengeluarkan kuat suara paling sedikit  

100 (seratus) sampai dengan 115 (seratus lima 

www.peraturan.go.id



-17- 

belas) desibel diukur dari tiang isyarat lampu 

peringatan/larangan; 

c. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 

4 (empat) detik sebelum portal menutup; dan 

d. Isyarat Suara harus menginformasikan sistem 

sedang mengalami gangguan apabila terjadi 

gangguan Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang. 

 

Paragraf 5 

Isyarat Tulisan Berjalan/Variable Message Sign (VMS) 

 

Pasal 23 

(1) Isyarat tulisan berjalan/variable message sign (VMS) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d harus 

memenuhi persyaratan teknis: 

a. tulisan berwarna kuning; 

b. resolusi 16 x 96 (enam belas kali sembilan puluh 

enam) dot matrix; 

c. enclosure IP 65 (enam puluh); 

d. berbentuk LED; dan 

e. dimensi kotak untuk isyarat tulisan 

berjalan/variable message sign (VMS) adalah     

1200 x 220 x 50 mm (seribu dua ratus kali dua 

ratus dua puluh kali lima puluh milimeter). 

(2) Isyarat tulisan berjalan/variable message sign (VMS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang dan 

ditempatkan di tiang penyangga Isyarat Lampu 

Peringatan/Larangan. 

(3) Isyarat tulisan berjalan/variable message sign (VMS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan kinerja: 

a. mampu menampilkan tulisan arah kedatangan 

kereta api; 

b. mampu menampilkan tulisan bila terjadi gangguan 

teknis pada Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

c. tampilan tulisan dapat disesuaikan sesuai dengan 

kebutuhan; dan 
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d. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 

4 (empat) detik sebelum portal menutup. 

 

Paragraf 6 

Alat Pendeteksi Kereta Api 

 

Pasal 24 

Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf e terdiri atas: 

a. alat pendeteksi kedatangan kereta api; dan 

b. alat pendeteksi kereta api lewat Perlintasan Sebidang. 

 

Pasal 25 

(1) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 harus memenuhi persyaratan teknis: 

a. tidak mengganggu sistem persinyalan kereta api; 

b. harus dapat mendeteksi kedatangan kereta api 

sebelum perlintasan dengan jarak paling jauh          

8 km (delapan kilometer);  

c. dilengkapi dengan sistem redudansi berupa alat 

pendeteksi yang terdiri atas 2 (dua) sistem yang 

menjadi satu kesatuan sehingga apabila salah satu 

sistem mengalami gangguan, alat pendeteksi masih 

bekerja secara normal; dan 

d. dilengkapi dengan peralatan pengamanan yang 

dapat mencegah tindakan vandalisme. 

(2) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan penempatan dan 

pemasangan: 

a. dipasang dengan jarak sesuai dengan kebutuhan, 

dengan ketentuan portal pengaman pengguna Jalan, 

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, dan Isyarat 

Suara telah aktif paling sedikit 60 (enam puluh) 

detik sebelum kereta api melintas di Perlintasan 

Sebidang; 

b. alat pendeteksi kereta api dipasang di samping kiri 

atau kanan Jalur Kereta Api dengan jarak 12 m   
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(dua belas meter) dari as rel atau sesuai dengan 

kebutuhan kondisi lapangan dengan tetap 

memperhatikan ruang bebas kereta api; dan 

c. alat pendeteksi kereta api lewat dipasang dengan 

jarak paling sedikit 5 m (lima meter) setelah 

Perlintasan Sebidang. 

(3) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja: 

a. dapat mendeteksi kedatangan kereta api dan kereta 

api lewat di Perlintasan Sebidang satu jalur atau dua 

jalur; 

b. dapat mengirimkan informasi ke pengendali utama 

(main control) yang berada di Perlintasan Sebidang 

dengan jarak paling jauh 8 km (delapan kilometer); 

c. terhubung secara otomatis dengan pengendali 

utama (main control); 

 

 

d. mampu mendeteksi kedatangan kereta api pada saat 

terjadi sepur salah; dan 

e. mampu membedakan obyek kereta api dengan 

benda lainnya. 

 

Paragraf 7 

Pengendali Utama Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang (Main Controller) 

 

Pasal 26 

(1) Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang (main controller) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis: 

a. mampu berkomunikasi dengan semua perangkat 

dengan alat pendeteksi kereta api, portal    

pengaman pengguna Jalan, Isyarat Lampu 

Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat 

tulisan berjalan/variable message sign (VMS); 

b. komunikasi dilakukan tanpa kabel; 

c. mampu berkomunikasi dengan level crossing 

monitoring sytem (LCMS); 
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d. mampu melakukan monitoring perangkat dan 

membantu pemeliharaan perangkat melalui level 

crossing monitoring sytem (LCMS); 

e. enclosure IP 65 (enam puluh lima); dan 

f. dilengkapi dengan data logger yang mampu 

menyimpan data selama 1 (satu) tahun. 

(2) Level Crossing Monitoring Sytem (LCMS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan server yang 

berfungsi untuk menyimpan data yang dikirim atau 

didapat dari lokasi perlintasan dan mengolahnya menjadi 

tampilan dashboard dalam bentuk web server yang dapat 

diakses melalui client berupa komputer, laptop, dan 

telepon selular. 

 

 

(3) Level Crossing Monitoring System (LCMS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus dapat mengirimkan 

peringatan gangguan melalui surat elektronik dan pesan 

singkat sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berfungsi untuk memonitor status dan kondisi seluruh 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang. 

 

Pasal 27 

Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang (main controller) sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi persyaratan pemasangan 

dan penempatan: 

a. ditempatkan dan dipasang pada tiang dengan tinggi 

paling sedikit 3 m (tiga meter); 

b. bangunan konstruksi pondasi cor di tempat (cast insitu) 

atau bangunan konstruksi pondasi cor di luar (back 

casting); dan 

c. dapat dipasang di tiang alat pendeteksi kereta api lewat. 

 

Pasal 28 
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Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang (main controller) sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja: 

a. mampu mengelola informasi dari alat pendeteksi kereta 

api menjadi output untuk mengaktifkan portal pengaman 

pengguna Jalan, Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, 

Isyarat Suara, dan isyarat tulisan berjalan/variable 

message sign (VMS); 

b. mampu mengirimkan informasi ke Level Crossing 

Monitoring Sytem (LCMS); dan 

c. mampu memberikan peringatan gangguan kepada Isyarat 

Lampu Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat 

tulisan berjalan/variable message sign (VMS). 

 

 

 

Paragraf 8 

Catu Daya 

 

Pasal 29 

(1) Catu daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14    

huruf g harus memenuhi persyaratan teknis: 

a. menggunakan panel surya sebagai catuan utama 

dan baterai sebagai catuan cadangan; 

b. dapat menggunakan sumber tenaga dari jaringan 

listrik setempat; 

c. tegangan sebesar 12 (dua belas) Volt untuk semua 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang; 

d. menggunakan arus direct current (DC); dan 

e. dilengkapi dengan alat kontrol status catu daya. 

(2) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan penempatan dan pemasangan: 

a. baterai ditempatkan di kotak masing-masing 

perangkat Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang; dan 

b. panel surya ditempatkan di atas tiang masing-

masing perangkat Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang. 
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(3) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan kinerja: 

a. mampu bertahan paling sedikit selama 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam tanpa ada sinar 

matahari; dan 

b. switch over catuan masing-masing perangkat dari 

panel surya ke baterai atau sebaliknya bekerja 

secara otomatis. 

 

Pasal 30 

Bentuk dan ukuran Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat  

Pengesahan atau Rekomendasi Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 31 

(1) Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dapat 

digunakan setelah mendapat pengesahan atau 

rekomendasi dari Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan atau 

rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan 

persyaratan: 

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh 

pimpinan tertinggi instansi atau perusahaan 

pemohon; 

b. akte pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak bagi pemohon badan usaha; 

c. spesifikasi teknis Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

d. rencana uji coba lapangan Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang atau dokumentasi dan laporan 
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hasil uji coba peralatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

e. surat pernyataan bertanggung jawab atas kejadian 

yang terjadi dalam uji coba Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang bagi peralatan yang belum 

dilakukan uji coba lapangan.    

f. gambar teknis; 

g. metode kerja pemasangan Peralatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang; 

h. surat pernyataan jaminan umur teknis Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang paling sedikit 

selama 10 (sepuluh) tahun; dan 

 

 

 

i. surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang telah 

lulus audit teknologi yang dikeluarkan oleh instansi 

yang memiliki kewenangan di bidang pengembangan 

teknologi. 

 

Pasal 32 

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas 

persyaratan permohonan pengesahan atau rekomendasi 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima 

secara lengkap dan benar.  

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan unit kerja 

terkait.  

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada 

pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.  

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan 

permohonan untuk dilengkapi. 
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(5) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disampaikan secara tertulis disertai alasan 

penolakan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

belum memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini. 

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat diajukan kembali oleh pemohon 

kepada Direktur Jenderal setelah dilakukan perbaikan 

dan/atau penyempurnaan terhadap persyaratan teknis 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.  

 

 

 

 

Pasal 33 

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terpenuhi, 

pemohon wajib melakukan uji coba lapangan Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak hasil evaluasi diterima atau melampirkan hasil uji coba 

lapangan untuk Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

yang telah dilakukan uji coba lapangan.  

 

Pasal 34 

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan uji coba lapangan Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 dengan hasil evaluasi dituangkan dalam berita 

acara. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja.  

(3) Dalam hal hasil evaluasi uji coba lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, 

pemohon dapat mengajukan kembali uji coba lapangan 

ulang setelah dilakukan perbaikan dan/atau 
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penyempurnaan terhadap Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi uji coba lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan,   

Direktur Jenderal menerbitkan pengesahan atau 

rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 

(5) Pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada     

ayat (4) menggunakan format tercantum dalam  

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

 

Pasal 35 

(1) Pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (4) berlaku selama pemegang pengesahan 

atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang beroperasi. 

(2) Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang yang telah 

mendapat pengesahan atau rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lama 5 (lima) 

tahun sekali untuk menjamin Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang sesuai dengan persyaratan teknis. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.  

(4) Pemegang pengesahan atau rekomendasi Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang harus membantu Tim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan 

evaluasi Peralatan Keselamatan Perlintasan. 

 

Pasal 36 

Pemegang pengesahan atau rekomendasi Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (4) wajib: 

a. melengkapi hasil produksi Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang dengan surat jaminan atau garansi 
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penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama 

pemakaian paling sedikit selama 5 (lima) tahun;  

b. memberikan jaminan ketersediaan Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang selama 2 (dua) tahun; 

c. melaksanakan proses produksi sesuai dengan 

persyaratan teknis dan melakukan pemasangan 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan 

d. memberikan tanda permanen yang tidak mudah hilang 

pada Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang. 

 

 

 

BAB III 

KEWENANGAN KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN 

PERLINTASAN SEBIDANG  

 

Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Peningkatan Keselamatan  

Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 37 

Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab: 

a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan 

dan/atau Direktur Jenderal, untuk Jalan nasional;  

b. gubernur, untuk Jalan provinsi; 

c. bupati/wali kota, untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan 

desa; dan 

d. badan hukum atau lembaga, untuk Jalan khusus yang 

digunakan oleh badan hukum atau lembaga.  

 

Bagian Kedua 

Persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang   

 

Pasal 38 
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Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, dan huruf d harus 

mendapat persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang dari Direktur Jenderal.  

 

Pasal 39 

Untuk mendapatkan persetujuan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 

pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan: 

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan 

tertinggi instansi atau perusahaan pemohon; 

b. akte pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

bagi pemohon badan usaha; 

c. gambar lokasi Perlintasan Sebidang yang akan 

ditingkatkan; 

d. gambar teknis; 

e. metode kerja; dan 

f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan 

perawatan dan pengoperasian Perlintasan Sebidang. 

 

Pasal 40 

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan survei lokasi 

atas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

(2) Dalam melakukan evaluasi dan survei lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 

dapat melibatkan unit kerja terkait.  

(3) Hasil evaluasi dan survei lokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. 

(4) Berdasarkan hasil evaluasi dan survei lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal 

menerbitkan persetujuan atau penolakan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang dengan disertai alasan 

penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

berita acara ditandatangani. 
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(5) Penolakan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

disertai alasan. 

(6) Alasan penolakan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:  

a. membahayakan atau mengganggu  konstruksi Jalur 

Kereta Api; 

b. membahayakan keselamatan perjalanan kereta api 

dan keselamatan pengguna Jalan; 

c. menggganggu kelancaran operasi kereta api; dan 

d. tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan  

Menteri ini. 

 

 

Pasal 41 

(1) Persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38  

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

atas permohonan pemegang persetujuan peningkatan 

Perlintasan Sebidang. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk 

menyatakan persetujuan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang layak diperpanjang. 

(3) Evaluasi perpanjangan persetujuan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek: 

a. kondisi  Perlintasan Sebidang; 

b. standar teknis Perlintasan Sebidang;  

c. keselamatan dan keamanan konstruksi Jalan Rel; 

d. keselamatan dan keamanan perjalanan dan 

pengoperasian kereta api; dan 

e. keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.  

 

Pasal 42 

Persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menggunakan format 
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dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Keselamatan  

Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 43 

Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam 

melaksanakan pekerjaan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang wajib: 

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan       

di bidang perkeretaapian dan lalu lintas dan angkutan 

Jalan; 

b. melakukan pemasangan Peralatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang dengan berpedoman pada 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; 

c. melakukan pemasangan Perlengkapan Jalan di 

Perlintasan Sebidang dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu 

lintas dan angkutan Jalan; 

d. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul 

terhadap kerusakan konstruksi prasarana dan/atau 

sarana perkeretaapian dalam selama atau setelah 

pekerjaan peningkatan Perlintasan Sebidang; 

e. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat 

dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan Perlintasan 

Sebidang termasuk biaya kerusakan utilitas 

perkeretaapian maupun utilitas milik instansi lain yang 

ada di lokasi pekerjaan; dan 

f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan peningkatan 

Perlintasan Sebidang kepada Direktur Jenderal.  

 

Pasal 44 

(1) Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 wajib menyampaikan hasil pekerjaan 
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peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang kepada 

Direktur Jenderal. 

(2) Berdasarkan pemberitahuan dari pemegang persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 

melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap hasil 

pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

pemberitahuan diterima. 

 

 

 

Bagian Keempat 

Pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Keselamatan 

Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 45 

(1) Pengoperasian hasil pekerjaan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 dapat dilakukan setelah dinyatakan laik operasi 

oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Direktur 

Jenderal. 

(2) Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan 

ditandatangani oleh seluruh anggota tim serta diketahui 

oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Keselamatan 

Perkeretaapian. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan 

hasil pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang, pemegang persetujuan wajib menindaklanjuti 

rekomendasi perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak hasil pemeriksaan dan evaluasi diterima. 

(4) Pemegang persetujuan menyampaikan hasil perbaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur 

Jenderal dengan dilengkapi dokumentasi perbaikan. 

(5) Berdasarkan pemberitahuan perbaikan dari pemegang 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
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Direktur Jenderal melakukan pemeriksaaan dan evaluasi 

terhadap hasil perbaikan pekerjaan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima 

Kewajiban Pemegang Persetujuan  

Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

 

Pasal 46 

Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai 

kewajiban: 

a. bertanggung jawab atas setiap kecelakaan atau tabrakan 

yang terjadi di Perlintasan Sebidang yang bersangkutan; 

b. melakukan pengoperasian dan perawatan Perlintasan 

Sebidang yang bersangkutan; 

c. melakukan perawatan dan perbaikan Jalan di 

Perlintasan Sebidang yang berada di Ruang Manfaat 

Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan 

Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api dengan 

penyelenggara prasarana perkeretaapian yang 

bersangkutan; dan 

d. dalam hal Pemerintah atau pemilik prasarana 

perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan 

Jalur Kereta Api, pemegang persetujuan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang bertanggung jawab 

atas pergeseran, perpindahan, dan/atau perbaikan 

utilitas yang diakibatkan oleh pengembangan tersebut. 

 

BAB IV 

PERAWATAN PERLINTASAN SEBIDANG 
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Pasal 47 

Perawatan Perlintasan Sebidang merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mempertahankan keandalan Perlintasan 

Sebidang agar tetap laik operasi. 

 

 

 

 

 

Pasal 48 

Perawatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 meliputi: 

a. perawatan konstruksi atau geometri Jalur Kereta Api; 

b. perawatan Jalan yang berada di Ruang Manfaat Jalur 

Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang 

Pengawasan Jalur Kereta Api;  

c. perawatan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang; 

dan 

d. perawatan Perlengkapan Jalan. 

 

Pasal 49 

(1) Perawatan konstruksi atau geometri Jalur Kereta Api 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a 

dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana 

perkeretaapian atau pemilik prasarana perkeretaapian 

sesuai dengan ketentuan tata cara perawatan prasarana 

perkeretaapian. 

(2) Perawatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf b dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan sesuai 

dengan kewenangan status jalan dan/atau pemegang 

persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang.  

(3) Perawatan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c 

dilaksanakan oleh pemegang persetujuan peningkatan 

keselamatan Perlintasan Sebidang atau pemegang izin 

pembangunan Perlintasan Sebidang. 
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(4) Perawatan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 huruf d dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu 

lintas dan angkutan Jalan oleh: 

a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk Jalan 

nasional; 

b. gubernur, untuk Jalan provinsi; 

c. bupati/walikota, untuk Jalan kabupaten/kota dan 

Jalan desa; dan  

d. pemegang persetujuan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang atau pemegang izin 

pembangunan Perlintasan Sebidang. 

(5) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam 

melakukan perawatan konstruksi Jalur Kereta Api di 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) wajib mengembalikan konstruksi Jalan dalam 

kondisi semula.  

 

BAB V 

PENOMORAN PERLINTASAN SEBIDANG 

 

Pasal 50 

(1) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang dilakukan oleh 

Direktur Jenderal. 

(2) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap: 

a. Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi dan 

sudah tersedia pintu perlintasan dan disertai dengan 

pos jaga dan penjaga pintu perlintasan; 

b. Perlintasan Sebidang yang telah diberikan 

persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang berupa pemasangan portal pengaman 

pengguna Jalan yang disertai dengan pos jaga dan 

penjaga Perlintasan Sebidang; dan 

c. Perlintasan Sebidang yang telah diberikan 

persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan 

Sebidang berupa pemasangan Peralatan 

Keselamatan Perlintasan Sebidang. 
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Pasal 51 

Tata cara pemberian penomoran Perlintasan Sebidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

 

 

 

BAB VI 

PENGAWASAN 

 

Pasal 52 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan 

Perlintasan Sebidang. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 

dengan keperluan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindakan 

korektif. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 53 

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dipasang                      

di Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi sebelum 

Peraturan Menteri ini berlaku dan dapat dipasang di 

Perlintasan Sebidang yang baru. 

 

Pasal 54 

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur Keselamatan 

Perkeretaapian dapat memberikan rekomendasi 

pemasangan pintu perlintasan secara manual dan/atau 

pembangunan pos jaga sederhana di Perlintasan 

Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), 
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berdasarkan permohonan dari pengelola Perlintasan 

Sebidang di Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota,   

Jalan desa, dan Jalan khusus. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sebelum Perlintasan Sebidang dilakukan 

peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang melalui 

pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini  

atau dilakukan peningkatan Perlintasan Sebidang 

menjadi perlintasan tidak sebidang (jalan layang/flyover 

atau terowongan/underpass). 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 55 

(1) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun sejak 

Peraturan Menteri ini berlaku wajib: 

a. dipasang Peralatan Keselamatan Perlintasan 

Sebidang; 

b. dijadikan perlintasan tidak sebidang (jalan 

layang/flyover atau terowongan/underpass); atau 

c. ditutup apabila sudah tersedia Jalan alternatif atau 

setelah dilakukan rekayasa lalu lintas. 

(2) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sebagai pengelola 

Perlintasan Sebidang wajib bertanggung jawab dalam hal 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada          

ayat (1) dan/atau tidak melakukan pengelolaan 

Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di 

Perlintasan Sebidang.  

 

Pasal 56 

(1) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang yang telah 

dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian 

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan penetapan penomoran 

Perlintasan Sebidang yang baru oleh Direktur Jenderal. 
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(2) Untuk percepatan penataan kembali penomoran 

Perlintasan Sebidang, penyelenggara prasarana 

perkeretaapian harus menyampaikan kepada Direktur 

Jenderal paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan 

Menteri ini berlaku berupa: 

a. data nomor Perlintasan Sebidang yang telah 

dilengkapi dengan pintu perlintasan, penjaga pintu 

perlintasan, dan pos jaga; 

b. data nomor Perlintasan Sebidang yang belum 

dilengkapi dengan pintu perlintasan, penjaga pintu 

perlintasan, dan pos jaga; 

c. lokasi Perlintasan Sebidang; dan 

d. status Jalan Perlintasan Sebidang yang sudah diberi 

Nomor JPL. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 57 

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 58 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

peraturan perundang-undangan yang setingkat yang 

mengatur mengenai Perlintasan Sebidang sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti 

dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 59 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 September 2018 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

         

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 September 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

       ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -38- 

 

 

 

www.peraturan.go.id



-39- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -40- 

www.peraturan.go.id



-41- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -42- 

www.peraturan.go.id



-43- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -44- 

www.peraturan.go.id



-45- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -46- 

www.peraturan.go.id



-47- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -48- 

www.peraturan.go.id



-49- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -50- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



-51- 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -52- 

www.peraturan.go.id



-53- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -54- 

www.peraturan.go.id



-55- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -56- 

www.peraturan.go.id



-57- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -58- 

www.peraturan.go.id



-59- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -60- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



-61- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -62- 

www.peraturan.go.id



-63- 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -64- 

www.peraturan.go.id



-65- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -66- 

www.peraturan.go.id



-67- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -68- 

www.peraturan.go.id



-69- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -70- 

www.peraturan.go.id



-71- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -72- 

www.peraturan.go.id



-73- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -74- 

 

www.peraturan.go.id



-75- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -76- 

www.peraturan.go.id



-77- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -78- 

www.peraturan.go.id



-79- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -80- 

www.peraturan.go.id



-81- 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -82- 

www.peraturan.go.id



-83- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -84- 

www.peraturan.go.id



-85- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -86- 

www.peraturan.go.id



-87- 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -88- 

 

 

www.peraturan.go.id



-89- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -90- 

www.peraturan.go.id



-91- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -92- 

www.peraturan.go.id



-93- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -94- 

www.peraturan.go.id



-95- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -96- 

www.peraturan.go.id



-97- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -98- 

www.peraturan.go.id



-99- 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -100- 

www.peraturan.go.id



-101- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -102- 

www.peraturan.go.id



-103- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -104- 

www.peraturan.go.id



-105- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -106- 

www.peraturan.go.id



-107- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -108- 

www.peraturan.go.id



-109- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -110- 

 

 

www.peraturan.go.id



-111- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -112- 

www.peraturan.go.id



-113- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -114- 

www.peraturan.go.id



-115- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -116- 

www.peraturan.go.id



-117- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -118- 

www.peraturan.go.id



-119- 

www.peraturan.go.id



2018, No.1322 -120- 

www.peraturan.go.id



-121- 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id




